
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA DEPOK, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat ( 1) Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015, dalam 
rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat 
mendepositokan dan/ atau melakukan investasi jangka 
pendek uang milik Daerah yang sementara belum 
digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas 
keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan 
publik; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat 
melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang 
untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/ atau 
manfaat lainnya; 

TENT ANG 

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM 

DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA 

PERATURAN WALIKOTA DEPOK 

NOMOR 41 TAHUN 2016 

WALIKOTA DEPOK 

PROVINS! JAWA BARAT 

Menimbang 
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Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
Indonesia Tahuri 2014 Nornor 58, Tambahan Lembaran 

kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

TT.....,....-1,.,.""'rv-TT.....,....-l--rv l\T ...... _...., ...... _ Q 'Pr..1'"'-. .. _,, f')f"\"1 c::. +---+-...--.-~ D.---. .. h-\.-..- 
UlJ.U.Cl..l.lf5-UJ..1UQ.lJ.5 l'1VlJ.lVJ. J J.Cl.J.J.U.11 L4V.1.V LL.lJ.LCl..1.15 l LJ. U..V0...110.J.l 

dengan terakhir diubah kali beberapa telah 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

T....-..~----:,.,. 'T',...,h-.-. ..... '"'lA1 A l\T,... ....................... ().!.l.4.. 'T'..-. ........... h,,.1.-,,.,,. ........ T _............,.l-,,,..,, ...... '"' ...... 
1.lJ.UV.l.1\...,~10.. .1 CllJ.U.11 .,(..V ..1.1 .1.'1VJ.llVJ. L.Jt-r, 1 Q.J.1.iUGl..110...11 ~J.l.lU0.10.11 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

2014 Tahun 23 Nomor 4. U ndang- U ndang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

... _.....,.,.,..., ....... ,... . 
L\.......1.1 L0.11fS 

1 7 '"f',...,1-,. .. ,....,. .r I J. O.J.J.U.1.1 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

T?<" ..... -. ......... "'; l/"""'1,,_; ,..-l,....,....., 1\T- .............. +-;"' ........... - /T _...,......1-,..,...., ..... ,...,.....,. l\T----- 
J.'lt...Vl u.p01, J.'\..VJ.U..::>.l UCLl.l 1,vpvw~J.J.J.V \.Ll\....,11.J.UCU. Q..J.J. 1,v5a.1 a. 

Pen yelenggaraan Negara yang Bersih dan Be bas dari 

ten tang 1999 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

T -~1-..,..., ..... ,...,....., f\T-_.,..., __ D---.-.hl;l,. T.....,.,-1,.....,...., __ ;,...., 1\T.,.,.., ........... - ..... "'.lO~Q\, 
.LJ\....,.11.J.UCLl Cl..11 J. ,\...,5a.1 Cl .l'\.\..., pu. UJ..lfi.. .1..l.lUV.1.l'-~10. .1,v.1.11v.1 VUVUJ' 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

D-~h- ........ i--.111-r--. V...-...t--~,.....,..l ... "".,, n---,...~ 'T';_...rvl.,,.,,.+ TT T'\.-....-..-1.r ~-- 
.i. \....,.l.1.lU\....,.l.lLU.£\..Cl..J.J. .l\...VLO...ll.l.a.u_ya.. .1..JQ.\....J.Cl...11 J. .l.1.lf,,l"'.UL J..l Ll\...,IJV.n.. ua.11 

ten tang 1999 15 Tahun 

Berjangka; 

1. Undang-Undang Nomor Mengingat 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Penempatan 

h--.rl r,. -- -1-r,-.""" UVJ. U.Cl-:>O..l .n....cu1. 
..-l 'h~ i-. .. ,~ u.. ua.11 vv a. 

berlaku, yang penempatannya diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Kepala Daerah; 

Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang 

Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang 

Uang I'Jcgara/Dacrah, dalam 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan 

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4783); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 21 Tahun 201 i 

ten tang Peru bah an Ked ua A tas Pera tu ran Men teri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 

'I'ahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEMPATAN UANG 

DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO 

BERJANGKA. 

Menetapkan 
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BABI 

KETENTUAN UMUM 

Paaal l 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan 

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah 

Pemerintah Pusat adalah Presiden Repubiik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Kota Depok yang selanjutnya disebut 

Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur 

penyeleriggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah W alikota Depok. 

4. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prin sip 

syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

6. DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Kota Depok. 

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 

bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum 

daerah 

8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening 

tempat penyirnpanan uang daerah yang ditentukan oleh 

Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah 

dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 

daerah pada bank yang ditetapkan. 
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........... -- ......,.] •.,.__ - ... - -1 ... ya.11g UlLUllj UK. 

Kas Daerah untuk rnelakukan transfer ke rekening 

deposito atas narna Pernerintah Kota Depok pada bank 

Surat Perintah Permndahbukuan kepada Ban.k Pengelola 

ditunjuk untuk rnengelola deposito. 

(3) Apabila usulan disetujui Walikota, rnaka BUD rnernbuat 

mengenai besaran deposito, jc:Ulgka. wc1.ktu dan bank ya.11g 

(2) Berdasarkan evaluasi sebagairnana dirnaksud pada 

ayat (1) BUD, membuat usulan kepada Walikota 

.,__1 ...... 1--..-- l-...,. -"'---1 ... Jc.,- ......... .:. ......... Ua.lcl.111 UellLUK ueµu:::HLU. 

rnenentukan jurnlah dana yang dapat diinvestasikan 

untuk kas, anggaran rencana ke bu tuhan dan 

berdasarkan :sa.ldu ka.:s dc1.e1a.l1, peue1 i111c1.c1.11 pendapatan 

( 1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku 

Bendahara Urnurn Daerah (BUD) rnelakukan evaluasi 

Pasal 3 

rnerupakan pendapatan daerah. 

bentuk deposito sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 

sebelurn jatuh tempo, tan pa dikeriakan penal ti. 

(3) Penerirnaan bunga atas investasi uang daerah dalarn 

rekening kas Urnum Daerah pada saat diperlukan 

ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat 

rnenarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke 

dalarn bentuk deposito :sebc1.gc1.irnc1.11c1. dirnaksud pada 

likuidi tas keuangan daerah. 

(2) Pelaksanaan investasi uang daerah pada Bank Umum 

1 ...... , ............. __ -.-----~--..i.. 1-..·------~- --.-----·----- """'...J_,_ ------------- Uilll/ cl.Ll::tU lll.cl.lllcl.cl.L lcl.lllllJcl. :SCJJcl.lljcl.llg UUa.K 111e11~c1.uggu 

secara otomatis pada rekening di Bank Urnum 

Pernerintah, untuk rnernperoleh rnanfaat ekonorni, sosial 

berjangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat dipet panjang 
rnenginvestasikan Uang Daerah dalarn bentuk deposito 

dapat BUD kas, ( 1) Dalarn hal terj adi kele bihari 

Pasai 2 

BAB II 

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO 
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Daerah, dan perpanjangan deposito. 
pcncrimaan bunga __ ..........,, ~ ...... ~...,. 'l-, h,, 1.., .. ,.,.,..,.. 

_tJL....l.lJ.J.l .lU.O.J.1 U U.n.. U0...1.l 

(1) Bank pengelola deposito menyampaikan laporan bulanan 

kepada BUD terkait tingkat suku bunga, 

Pasai 6 

BAB IV 

PELAPORAN 

sebelum jatuh tempo. 

(5) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

mcngenakan penalti apabila pencairan dilakukan 
diperkenankan tidak pengelola bank ( 1)' ayat 

(4) Terhadap Pencairan sebagaimana dimaksud pada 

Daerah Pemerin tah Kota Depok. 

(3) Bank pengelola melakukan pencairan paling lambat 2 

kepada Bank penge1ola, yang berisi perintah untuk 

mencairkan deposito dan melakukan pemindahbukuan 

(i) Daiam hal Pemerintah Kota membutuhkan dana untuk 
membiayai pengeluaran ataupun sebab lainnya, BUD 

dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang 

disimpan dalam bentuk deposito. 

(2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Pasal 5 

PENCAIRAN DEPOSITO 

BAB III 

Daerah 7 (tujuh) hari kerja sejak tangga1 jatuh tempo. 

Depok. 

(2) Penerimaan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

ctipindahbukukan ke rekenirtg Kas Urnurr; Daer'ah Kota 
( 1) Penerimaan bunga atas penempatan deposito langsung 

Pasal 4 
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HARRY PRIHANTO 

DERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 41-· 

TTD 

Diundangkan di Depok 
pada tanggal 2!/, Jwlli 2016 

SEKR£TAR.IS DAERAH KOTA DEPOK, 

KH. MOHAMMAD IDRIS 

TTD 

Ditetapkan di Depok 
pada tanggal 27 Jui 201. • 

WALIKOTA DEPOK, 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kot.a Depok. 

Pasal 8 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, penempatan 

deposito yang telah dilaksanakan sebelumnya tetap sah dan 

dapat dilanjutkan dengan menyesuaikan atas ketentuan 

dalam Peraturan Walikota ini. 

Pasal 7 

BABV 

KETENTUAN PERALIHAN 

[2) BUD menyampaikan laporan terkait penempatan 

deposito dan penerimaan bunganya kepada Walikota 

setiap bulan. 


